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Padang, 5 Maret 2019

: Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
se — Sumatera Barat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim

Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap Pengadilan Agama Padang kelas IA,
Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB dan Pengadilan Agama Payakumbuh
kelas IB pada tanggal 6 sampai dengan 12 Februari 2019 diperoleh hasil
sebagai berikut :
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II.

Bidang Teknis

e

Pendapat Hakim dalam musyawarah majelis tidak disampaikan secara
tertulis, seharusnya pendapat masing-masing Majelis Hakim wajib
disampaikan secara tertulis dan merupakan bagian dari Putusan, sesuai
dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama (Buku II Cetakan 2014 hal. 32).

. Banyak perkara yang telah diputus, akan tetapi putusannya belum dibuat

dan bahkan telah melampaui 14 hari belum diminutasi secara fisik.

. Dalam Berita Acara Sidang (BAS) hanya tercantum Pembacaan Amar

Putusan, seharusnya sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Buku II dalam Sidang Pengucapan Putusan
disamping BAS memuat komponen Persidangan yang lengkap dan jelas
juga yang diucapkan adalah Putusan lengkap dan tercantum dalam
Berita Acara Sidang.

Administrasi perkara

1.

2

Implementasi program prioritas Badilag One Day Minut belum sesuai
antara data di SIPP dengan berkas fisik perkara.

Masih adanya berkas berkara yang belum tersusun dan tertata rapi
dalam rak arsip perkara bahkan masih ada yang terletak di lantai ruang
arsip perkara, karena satker yang bersangkutan belum tersedia lemari
atau rak arsip perkara.

. Berkas perkara yang diminutasi oleh Ketua Majelis Hakim sebagian

ditandatangani di tengah kulit berkas perkara seharusnya sesuai Buku II
berkas tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim di
kanan sebelah atas map perkara.



4. Ketentuan dimaksud dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0424 /DJA/HM.00/11/2019 tanggal
11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan
Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama poin e dan f
belum diterapkan oleh satker.

ITI. Administrasi Umum

1. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran belum melakukan
koordinasi dengan pimpinan melaksanakan rapat awal tahun dalam
rangka menyusun program Kerja tahunan implementasi dari DIPA dan
RKAKL 2019.

2. Daftar hadir dan daftar pulang tidak ditutup dengan garis merah setiap
hari bahkan ada pimpinan dan atau Wakil Ketua sebagai pengawas
absensi manual tidak menandatangani setiap hari. Bahkan pimpinan ada
yang menandatangani daftar hadir dan daftar pulang sekali sebulan
sekaligus.

3. Adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan Sekretaris yang
mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan masa berlaku sejak
tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 (selama
pelaksanaan Diklat). Semestinya surat yang diterbitkan adalah Surat
Perintah Pelaksanan Harian (Plh.) dan hanya berlaku ketika yang
bersangkutan mengikuti Diklat on campuss (sesuai Jadwal Diklat).

. Ada sebagian pegawai yang belum menggunakan tanda pengenal.

. Implementasi tentang SR (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin) dan
3S (Senyum, Salam dan Sapa) belum dilaksanakan secara optimal oleh
seluruh aparatur pengadilan.

6. Belum semua satker menerapkan PTSP, terbukti adanya satker yang
masih menerapkan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan dan ada
satker yang memiliki dua pusat layanan (bagian samping dan depan).

7. Kondisi kebersihan toilet tidak terawat dengan baik, bahkan ada satker
yang tidak menyediakan fasilitas toilet untuk Hakim.
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IV. Kedisiplinan

1. Ditemukan pimpinan memberi izin keluar kantor bagi seluruh pegawai,
sehingga pada saat pengawasan dan pembinaan yang dilaksabakan
hanya terdapat satu Majelis ada sidang tanpa ada piket.

2. Ditemukan Meja PTSP tidak ada satupun petugasnya sehingga nyaris
hari itu tanpa ada layanan.

3. Terdapat Hakim yang terlambat masuk kerja berkisar sampai 12 kali
dalam 1 bulan (bulan Januari 2019).

Untuk itu kami minta kepada Saudara untuk memperhatikan
hal-hal tersebut diatas agar tidak menjadi temuan serupa pada satuan kerja
masing-masing.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Wassalam

/( Ket

YDrs. . Zein ANsan, MHCt
NIP. 195508261P82031004




